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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika Hubungan internasional terus berkembang dalam berbagai aspek 

dan bidang, salah satunya adalah dalam urusan tindak kejahatan. Dalam dunia 

internasional semua permasalahan dalam bentuk kejahatan yang merugikan orang lain 

maupun negara serta kejahatan tersebut telah melewati lintas batas negara, maka hal 

tersebut disebut dengan tindak kejahatan transnasional. Tindak kejahatan 

transnasional memiliki berbagai macam bentuk serta sifat seperti tindak kejahatan 

penipuan, pencucian uang, penjualan manusia, narkotika hingga pada permasalahan 

lainnya seperti tindakan penggelapan uang atau korupsi. Perkembangan yang terjadi 

dalam masyarakat internasional dalam suatu negara akan terus berkembang maju. Hal 

tersebut semakin mendorong adanya kebutuhan negara dalam hubungan diplomatik 

dengan negara lain. Salah satunya adalah dengan diadakannya perjanjian internasional 

antar negara. Perjanjian internasional memiliki pengaruh dan peran yang penting 

dalam hubungan internasional sendiri. Hukum internasional telah memuat dasar-dasar 

untuk kerja sama antar negara yang mengatur tentang berbagai macam kegiatan dalam 

hubungan antar negara dalam mengatasi permasalahan antar negara (Pasaribu, 2020).  

Perjanjian internasional dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kedaulatan 

negara. Berapa di antara perjanjian internasional yang dilaksanakan khususnya dalam 

upaya menegakkan hukum secara nasional maupun internasional. Salah satu contoh 

perjanjian internasional yaitu perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum 

timbal balik. Bantuan hukum timbal balik menjadi perjanjian internasional yang 

banyak diupayakan oleh negara karena perjanjian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya 
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banyak kejahatan-kejahatan transnasional ataupun kejahatan lintas negara yang 

pastinya memberikan pengaruh besar dalam hal penegakan hukum suatu negara. 

Beberapa kejahatan tersebut antara lain seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, 

narkotika, penyeludupan hingga perdagangan orang. Negara Indonesia sebagai negara 

hukum sepanjang perjuangan melawan tindakan kriminal khususnya kejahatan yang 

bersifat transnasional, telah memiliki setidaknya beberapa perjanjian internasional 

mengenai bantuan hukum timbal balik, antaranya dengan negara ASEAN, Australia, 

Swiss, Hongkong, Korea Selatan dan lain-lain. 

Perkembangan meningkatnya hubungan kerja sama antar negara juga telah 

menimbulkan adanya ketergantungan atau interdependensi antara negara-negara yang 

mengakibatkan setiap negara didunia mempunyai kepentingan nasional yang sama. 

Kepentingan inilah yang akhirnya mengakibatkan adanya ketergantungan antar negara 

dan negara lain. Namun, perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari adanya 

dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak negatif yang 

hadir adalah adanya tindak kejahatan seperti kejahatan pidana yang bergerak melewati 

lintas batas negara. Dalam mengatasi hal tersebut, adanya mekanisme kerja sama 

internasional yaitu kerja sama bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance / 

MLA) yang memiliki fungsi sebagai upaya dalam permintaan  dan pertukaran 

informasi untuk mempermudah dalam hal penyelidikan dan juga upaya pengembalian 

aset (Asset Recovery) (Zetri, 2022). 

Mutual Legal Assistance (MLA) adalah sebuah bentuk kerja sama yang dalam 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. 

Objek dalam perjanjian MLA ini adalah sebuah perjanjian dalam hal pemberian 

bantuan dalam bentuk pencarian dan penyitaan hasil tindak kejahatan serta 

perampasan aset hilang yang diyakini berada dalam lingkup yurisdiksi negara lain 
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yang diminta bantuan. Adanya prinsip yurisdiksi inilah yang akhirnya pemberlakuan 

hukum terhadap pengembalian hasil tindak pidana yang dilakukan berdasarkan 

hukum yang berlaku di negara yang diminta bantuan (Firdaus, 2017). Bantuan Hukum 

Timbal Balik, yang sering dikenal sebagai MLA, adalah salah satu bentuk kerja sama 

internasional yang paling berguna dalam hal permintaan bantuan. Salah satu 

perjanjian yang dibuat antar negara untuk memerangi munculnya kejahatan 

transnasional terorganisir, yang meliputi korupsi, perdagangan narkotika dan 

psikotropika, serta tindak pidana pencucian uang, adalah bantuan hukum timbal balik. 

Hanya kejahatan dengan komponen internasional dan kejahatan yang memenuhi 

konsep kejahatan ganda yang harus ditangani melalui Bantuan Hukum Timbal Balik 

(Mutual Legal Assistance/MLA) (Susilawati, 2016). 

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kasus kejahatan yang cukup 

tinggi, berdasarkan data ICW (Indonesia Corruptions Watch) selama tahun 2020 saja 

ada sekitar 39,2 triliun uang negara yang telah korupsi. Hal ini membuat Indonesia 

menjalin beberapa perjanjian MLA dengan beberapa negara sebagai upaya mengatasi 

dan memberantas kasus tindak kejahatan korupsi yang tindakannya melewati lintas 

batas negara Indonesia (KPK, 2020). Sebuah perangkat hukum yang dapat menjadi 

pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia diperlukan untuk memberikan landasan 

hukum yang kuat bagi kerja sama internasional dalam bentuk bantuan hukum pidana. 

Perjanjian dibuat untuk melaksanakan permintaan kerja sama dan bantuan dari 

pemerintah lain. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur 

sejumlah konsep atau prinsip, protokol dan spesifikasi permintaan bantuan, serta 

proses hukumnya.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal 

Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan sebuah dasar hukum dari MLA bagi 
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negara Indonesia dalam upaya meminta dan/atau memberikan bantuan dalam masalah 

pidana kepada negara asing. Selain meratifikasi perjanjian terbaru, UU No. 15 tahun 

2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters 

(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) antara Pemerintah 

Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, 

pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian bantuan hukum timbal balik 

dengan Cina dan Korea Selatan sebelum pembentukan UU No. 1 tahun 2006. Hal ini 

meningkatkan efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut. (Undang-Undang No. 15 

Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal 

Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) (Alfedo, 

2019). 

Kerja sama perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Indonesia salah 

satunya terjalin cukup baik adalah dengan negara Swiss. Indonesia melalui Menteri 

Hukum dan HAM pada tanggal 4 Februari 2019, telah menandatangani perjanjian 

Treaty Mutual Legal Assistance Republik Indonesia-Swiss dengan kerja sama yang 

terdiri atas 39 pasal, dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020 

tentang pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara 

Republik Indonesia dan Swiss pada tanggal 5 Agustus 2020,  dan diundangkan pada 

tanggal 6 Agustus 2020 (Zetri, 2022). Swiss merupakan salah satu negara tujuan 

untuk penyimpanan aset hasil tindak kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang. 

Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengajukan hubungan kerja sama bilateral 

dengan Swiss dalam upaya menangani kasus pencucian uang yang dilakukan oleh 

koruptor Indonesia di negara Swiss. Hal ini di karena kan Swiss memiliki tingkat 

kerahasiaan Bank yang tinggi sehingga dapat menjamin aset yang disembunyikan. 

Namun, pada penelitian Gabrial Zucman pada tahun 2017 yang dikutip oleh Center 
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for Indonesia Taxation Analysis (CITA), terjadinya penurunan kepercayaan untuk 

menyimpan kekayaan di negara Swiss karena terungkapnya skandal adanya 

penggelapan pajak yang melibatkan negara Swiss. Oleh karena itu, daya tarik Swiss 

sebagai negara suaka pajak tertua dan paling diminati mengalami penurunan sebesar 

45% porsi global pada tahun 2005 menjadi 285 pada tahun 2015. Swiss sebagai 

negara suaka pajak pada akhirnya memutuskan bersedia untuk meratifikasi MLA 

salah satunya adalah untuk mengembalikan citra negara Swiss sebagai negara yang 

bersih dari tindak korupsi dan pencucian uang. 

Keinginan Swiss untuk berupaya memerangi tindak pidana pencucian uang 

dan juga untuk membantu negara lain dalam mendapatkan kembali asetnya dapat 

dilihat dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan oleh Swiss seperti adanya 

regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah Swiss sendiri. Swiss terlibat aktif 

dalam berbagai organisasi, perjanjian serta konvensi internasional yang memiliki 

tujuan untuk memerangi tindak korupsi dan pencucian yang serta pemulihan aset 

negara. Salah satu bentuk tindakan Swiss adalah keterlibatan Swiss dalam Organisasi 

UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) yang merupakan konvensi 

internasional multilateral yang diikuti oleh negara-negara anggota PBB (Cahyani, 

2019). 

Kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi masalah kejahatan 

transnasional, terutama korupsi dan pencucian uang, karena suatu negara tidak dapat 

melakukannya sendiri. Dengan adanya kerja sama antara kedua negara tersebut, 

diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan dan dapat mengambil kembali 

uang negara yang disembunyikan di Swiss dan menghindari serta mencegah 

terjadinya kasus korupsi dan pencucian uang baru karena dengan adanya kerja sama 



6 
 

ini, para penjahat dapat berpikir lagi untuk menyimpan uang mereka di negara Swiss 

(Firdaus & Prasetyo, 2021). 

Menteri Hukum dan HAM Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian MLA 

yang terjalin antara Indonesia dan Swiss menganut asas yaitu retroaktif. Karena akan 

lebih efisien untuk memulangkan aset negara yang disembunyikan di Swiss, asas 

retroaktif dianggap menguntungkan bagi Indonesia dalam kerja sama ini (Miarsa & 

Hazir, 2021). Berkat perjanjian ini, area bagi para penjahat yang ingin 

menyembunyikan kekayaan di Swiss juga dapat dikurangi sebagai hasil dari kerja 

sama MLA. Faktanya, Swiss, negara yang dikenal dengan undang-undang 

kerahasiaan bank yang ketat dan reputasinya sebagai surga pajak, sebenarnya akan 

sangat menderita sebagai akibat dari perjanjian ini. Selain itu, menurut perjanjian ini, 

Swiss harus mengembalikan uang yang telah disimpan secara ilegal di sana oleh klien 

Indonesia sebagai hasil dari kegiatan kriminal (Mutaqin & Yogyakarta, 2023). 

Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Swiss sudah mengatasi 

beberapa kasus yang terjadi, salah satunya adalah kasus penipuan dan pemalsuan yang 

terjadi pada April 2022 oleh Weiss Peter Hubertus dengan tipe kasus perbankan 

(Mathematics, 2016). Selain kasus tersebut terdapat juga kasus yang berkaitan dengan 

pencucian uang dan juga ekstradisi. Dengan beragamnya kasus yang terjadi dan 

melibatkan kedua negara tersebut, membuat kedua negara sepakat untuk menjalin 

kerja sama MLA sebagai upaya mengatasi kasus dan permasalahan tersebut. Kasus 

penipuan dan pencucian uang menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Negara 

Swiss sebagai negara yang dimintai bantuan sudah memberikan komitmen dalam 

upaya membantu mengatasi kasus tersebut. 
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Dari penjelasan tersebut, menjadi hal menarik bagi peneliti untuk menganalisis 

bagaimana hambatan dan kendala dalam pengembalian aset hasil kejahatan korupsi 

dan pencucian uang yang dilarikan ke luar negeri yaitu Swiss. Dalam upaya 

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan lintas batas negara atau 

kejahatan transnasional yang salah satunya melalui adanya perjanjian kerja sama 

timbal balik atau MLA di antara kedua negara tersebut.  Melihat hal tersebut peneliti 

berupaya untuk melihat bagaimana Efektivitas dari pelaksanaan MLA dalam 

mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan dan pencucian uang antara Indonesia 

dan Swiss pada tahun 2022. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, peneliti berupaya menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah di bawah ini : 

Bagaimana Efektivitas Implementasi Kerja sama Mutual Legal 

Assistance antara Indonesia dan Swiss dalam mengatasi Kasus tindak pidana 

penipuan dan pencucian uang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas dari implementasi 

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In 

Criminal Matters) antara Indonesia dan Swiss dan untuk mengetahui peran MLA di 

dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Teoritis 

sebagai upaya pengembangan ilmu dan informasi mengenai Efektivitas  dalam 

pelaksaan perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan 

manfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi kalangan akademis maupun bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengetahui Efektivitas dari adanya perjanjian Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters (MLA). 
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